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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan tahapan pemilihan umum yang lebih tertib, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan berdasarkan ketentuan 
Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 
4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2018 
(LN Tahun 2018 No. 147, TLN No. 6245), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, 
TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 
No. 229, TLN No.6267), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 
190/PMK.05/2012 (BN Tahun 2012 No. 1191) sebagaimana telah diubah dengan 
Permenkeu RI 178/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No.1736), Permenkeu RI 
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan 
Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

    Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka 
Tahapan Pelaksanaan Pemilu pada KPU dan Bawaslu. Penyelenggara Pemilu pada 
Bawaslu terdiri atas: a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota; dan b. 
Badan Ad Hoc. Anggaran Tahapan Pelaksanaan Pemilu dialokasikan pada DIPA: a. KPU, 
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dari 
Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan dengan 
Pembayaran LS kepada penerima hak, yang meliputi penyedia barang/jasa, Bendahara 
Pengeluaran atau pihak lainnya. Untuk keperluan penyaluran dana Tahapan 
Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan oleh Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu 
dalam negeri, dilakukan pembukaan RDP pada bank umum yang telah melakukan kerja 
sama dengan KPU/Bawaslu. Masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS, dan 
KPPS wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana Pemilu yang telah diterima 
kepada Bendahara Pengeluaran/BPP Satker KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan batas 
waktu.  

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan 
pada tanggal 9 Desember 2022. 

  - Lampiran halaman 28-30. 

    

 


